BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PELAKSANAAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

DI KELURAHAN TUATUKA

A. Hasil Penelitian: Gambaran Umum Kelurahan Tuatuka
1. Lokasi, Luas, Batas Wilayah dan Data Penduduk di Kelurahan
Tuatuka

Penelitian dengan judul kajian hukum tentang praktik perlindungan
hak kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan Tuatuka. Peneliti
memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian yaitu Kelurahan
Tuatuka.

Kelurahan Tuatuka merupakan salah satu dari 5 kelurahan yang
cukup terpencil yang berada di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelurahan Tuatuka berjarak
sekitar 60 km dari Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Kupang dengan akses jalan
yang belum beraspal secara keseluruhan karena sebagian jalannya masih
berupa jalan area pertanian atau berbatu-batu. Kelurahan ini memiliki luas
keseluruhan 1481 km2, sebagian besar wilayah masih berupa hutan.
Kelurahan Tuatuka terdiri atas 5 RT dan 5 RW.

Terdapat batas-batas wilayah Kelurahan Tuatuka, yaitu:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Fatuteta dan Pukdale.

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Oekabiti.
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3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuanheum.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 0esao.

Data penduduk Kelurahan Tuatuka tahun 2018 berjumlah 3341 jiwa.
Perkiraan jumlah remaja yang berusia 10-18 tahun berjumlah 677 jiwa, jadi
presentase jumlah penduduk usia remaja yaitu 19% dari total jumlah
penduduk di Kelurahan Tuatuka. Kelurahan Tuatuka merupakan daerah
dataran yang dikelilingi oleh persawahan dan perkebunan, sehingga
sebagian besar penduduknya adalah petani. Penduduk yang berada di
Kelurahan Tuatuka adalah suku Rote dan Timor yang mana menganut
agama Kristen Protestan.

Pada lokasi penelitian ini, peneliti juga melakukan penelitian di
Puskesmas pembantu yang berada di wilyah kerja Kelurahan Tuatuka,
selain itu untuk mendapatkan tambahan data terkait pelayanan kesehatan
terhadap remaja di Puskesmas Pembantu Tuatuka peneliti pun melakukan
wawancara kepada bidan yang berada di Puskesmas Oesao karena sebagian

remaja langsung berkunjung ke Puskesmas Oesao.

. Gambaran Relasi antara Puskesmas Oesao dan Puskesmas Pembantu

Tuatuka

Puskesmas Oesao melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan di tingkat pertama, yang lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setingi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas Oesao terletak di

Kecamatan Kupang Timur dan merupakan puskesmas dengan status rawat
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jalan serta rawat inap. Puskesmas Oesao memiliki puskesmas pembantu
sebanyak 8 unit dengan wilayah kerja secara menyeluruh di 13 desa atau
kelurahan, salah satu wilayah kerja pelayanan kesehatan yaitu Kelurahan
Tuatuka, jarak antara Puskesmas Pembantu Tuatuka dengan Puskesmas
Oesao 10 km. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskemas Oesao
sebanyak 62 orang, meliputi tenaga medis yaitu 2 dokter umum, 1 dokter
gigi, dan tenaga kesehatan, yang terdiri dari; 19 perawat, 26 bidan, 2
kesehatan masyarakat, 2 kesehatan lingkungan, 2 farmasi, 3 gizi, 2 ahli
teknologi laboratorium medik dan 10 tenaga non kesehatan atau
administrasi.

Data kesehatan yang didapatkan dari bidan di Puskesmas Oesao
berdasarkan sumber data Puskesmas dan Kasie Kesehatan Perorangan dan
KIA serta Bidang Pengendalian Penyakit tahun 2020-2021, khususnya pada
pelayanan kesehatan usia remaja yaitu diperoleh jumlah ibu hamil
berdasarkan usia 15-20 tahun berjumlah 84 orang dari jumlah keseluruhan
kunjungan ibu hamil 652 orang. Jumlah persalinan untuk usia ibu bersalin
15-20 tahun yaitu berjumlah 36 orang, jumlah abortus/keguguran berjumlah
8 orang berusia 15-20 tahun. Data IMS (HIV, syphilis, herpes, gonorhea)
usia 10-18 tahun berjumlah 12 orang.

Dalam upaya meningkatkan akses dan jangkauan serta mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat, Puskesmas Oesao dibantu oleh
Puskesmas Pembantu Tuatuka yang merupakan bagian integral dari

Puskesmas Oesao. Pustu Tuatuka terletak di samping kantor Kelurahan
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Tuatuka. Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Pembantu Tuatuka
yaitu berjumlah 1 orang yang berprofesi sebagai bidan sekaligus bidan
tersebut merupakan penanggung jawab pustu tersebut. Tugas bidan tersebut
yaitu melakukan pelayanan dasar seperti kegiatan posyandu yang di
dalamnya melakukan beberapa kegiatan, yaitu program kesehehatan ibu
hamil, program kesehatan anak, program keluarga berencana, imunisasi,
pemantauan status gizi dan pencegahan dan penanggulangan diare. KIA
(Kesehatan Ibu dan Anak), posyandu lansia, penyuluhan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kesehatan kepada pasien umum.

Pelayanan kesehatan di luar gedung, biasanya bidan dibantu oleh
para kader yang sudah terlatih. Kegiatan luar gedung yaitu posyandu balita
dan posyandu lansia yang dilakukan setiap bulan. Terdapat 2 ruangan yang
biasanya dipakai untuk melakukan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
Pembantu Tuatuka. Ruangan pertama merupakan ruangan pendaftaran
beserta anamnesa, pemeriksaan fisik berserta tindakan perawatan kepada
pasien umum, sampai dengan pemberian obat. Ruangan kedua merupakan
tempat untuk pemeriksaan kehamilan dan pemasangan alat kontrasepsi.
Ruangan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada remaja di gabung
dengan ruangan pemeriksaan pasien umum.

Berdasarkan data pelayanan kesehatan tahun 2020-2021 yang
didapatkan dari bidan di Pustu Tuatuka terkait kunjungan pelayanan
kesehatan khusus di Pustu Tuatuka untuk remaja yang berusia 10-18 tahun

berjumlah 30 orang, dengan perincian jenis kunjungan ibu hamil berjumlah
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9 orang, pelayanan alat kontrasepsi dilakukan kepada 5 orang dan
kunjungan pemeriksaan Klinis lainnya berjumlah 16 orang dengan jenis
penyakit yang berbeda-beda.
B. Pembahasan: Pelaksanaan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di
Kelurahan Tuatuka
1. Pengaturan Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan
Tuatuka
Pengaturan tentang kesehatan reproduksi remaja secara umum
termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dilindungi oleh negara
Indonesia seperti yang termuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, setiap orang
berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan secara umum
merupakan hak konsitusional dan merupakan bagian hak asasi
manusia, termasuk kepada remaja berhak mendapatkan perhatian di
dibidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraaan
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan
negara memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk wajib

menyediakan fasilitas kesehatan yang layak sebagaimana disebutkan
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pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945. Bila menelaah bunyi dari pasal tersebut, sudah jelas
bagaimana hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan maupun
fasilitas kesehatan yang disediakan di pusat pelayanan kesehatan yang
salah satunya adalah puskesmas pembantu (pustu). Faktanya, fasilitas
pelayanan di pustu masih sangat minim, kekurangan alat kesehatan
seperti tidak ada ruangan obat-obatan, beberapa alat kesehatan tidak
ada atau pun rusak seperti alat pengukur suhu tidak ada, alat
penimbangan rusak, tensi meter juga rusak bahkan tidak tersedia
ruangan yang khusus untuk pelayanan kesehatan remaja.
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Upaya-upaya preventif dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap
orang termasuk remaja berhak memperoleh informasi, edukasi, dan
konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan tepat serta
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu setiap orang
berhak memperoleh keturunan, termasuk hak untuk hamil atau berhak
tidak hamil serta berhak untuk menentukan jumlah anak yang
diinginkan. Pemerintah menjamin adanya ketersediaan sarana informasi
dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi khusus remaja yang aman,
bermutu dan dapat dijangkau oleh remaja, termasuk juga pelayanan

keluarga berencana.
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Pada Pasal 136 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu menyebutkan bahwa
upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan dengan benar
kepada remaja sehingga siap menjadi orang dewasa yang sehat serta
produktif baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Upaya
pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja selanjutnya bertujuan untuk
dapat terbebas dari berbagai macam gangguan kesehatan yang dapat
menghambat kemampuan mereka untuk menjalani reproduksi secara
sehat dan aman.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi
Upaya preventif selanjutnya termuat dalam Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, yang menyebutkan bahwa penerapan Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) sebagai bentuk pelaksanaan dari pelayanan
kesehatan reproduksi remaja. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, menjabarkan
bentuk-bentuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
yaitu dilakukan melalui 3 tahapan, tahap yang pertama berupa pemberian
komunikasi, informasi dan edukasi, tahap yang kedua memberikan
konseling dan tahap yang ketiga memberikan pelayanan klinis kepada

remaja. Tahapan-tahapan yang diberikan secara rinci melalui:
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a)

b)

Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi yang diberikan melalui
pendidikan keterampilan hidup sehat, ketahanan mental melalui
keterampilan sosial, sistem fungsi dan proses reproduksi, perilaku
seksual yang sehat dan aman serta yang berisiko dan akibatnya serta
berencana. Dilaksanakan di dalam dan di luar gedung baik secara
individu atau berkelompok yang dilakukan oleh guru, pendidik sebaya
yang terlatih terkait penggunaan materi atas sepengetahuan puskesmas
menggunakan metode ceramah, tanya jawab yang dilengkapi dengan
alat bantu media cetak atau media elektronik, selain itu menggunakan
saranan komunikasi informasi (KIE) yang lengkap dengan bahasa
yang sesuai dan mudah dimengerti oleh sasaran (remaja. orangtua,
guru).

Pelaksanaan konseling, tetap memperhatikan privasi dan kerahasiaan.
Dilaksakan oleh tenaga kesehatan, konselor, konselor sebaya yang
berkompetensi. Konseling dilakukan supaya remaja bisa mengenali
masalah maupun kecemasan, depresi atau masalah kesehatan mental
lainnya dan mampu meningkatkan kewaspadaan serta mengambil
keputusan untuk menghadapi dan mengatasinya.

Pelayanan klinis dilakukan melalui deteksi dini atau skrining,
pengobatan dan rehabilitasi. Petugas diharapkan menggali masalah
psikososial atau yang berpotensi menjadi masalah remaja dan bila ada,
maka remaja diarahkan ke ruang konseling. Petugas yang menjaring

remaja harus menjaga rahasia remaja dan memenuhi kriteria peduli
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remaja, selanjutnya petugas PKPR menjaga kelangsungan pelayanan
dan mencatat hasil rujukan per kasus. Pelaksanaan pelayanan
kesehatan reproduksi remaja dilakukan melalui pendidikan formal dan
non formal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik
sebaya atau konselor sebaya.
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya
kesehatan Anak

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada Pasal 28
ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak usia sekolah dan remaja harus
diberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan ditujukan agar
setiap anak dan remaja memiliki kemampuan berperilaku hidup bersih dan
sehat, memiliki keterampilan hidup sehat dan keterampilan sosial yang
baik sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan
optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja yang
dimaksudkan di atas dilakukan paling sedikit melalui usaha kesehatan
sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Pelayanan kesehatan
tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan guru
pembina usaha kesehatan sekolah, guru bimbingan dan konseling, kader
kesehatan sekolah dan konselor sebaya. Usaha kesehatan sekolah
dilakukan meliputi kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan

dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Usaha kesehatan sekolah
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5)

dilaksanakan melalui koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan peduli remaja dilakukan melalui pelayanan

konseling, pelayanan klinis medis, pelayanan rujukan, pemberian
komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan remaja serta partisipasi
remaja dan keterampilan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan kepada
semua remaja, dilaksanakan di dalam atau di luar gedung untuk
perorangan atau kelompok. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan
kesehatan peduli remaja diatur dalam peraturan menteri.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa
Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta
Pelayanan Kesehatan Seksual

Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil pada Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dilakukan untuk mempersiapkan
perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan
selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Pelayanan kesehatan masa
sebelum hamil juga diberikan kepada remaja sehingga remaja dapat
mempersiapkan dan menjalani masa kehamilan yang sehat, yaitu melalui
pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi dan
suplementasi gizi, konsultasi kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu berupa pemeriksaan tanda

vital dan pemeriksaan status gizi. Pemeriksaan status gizi dilakukan
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terutama untuk dapat menanggulangi masalah Kurang Energi Kronis
(KEK) dan pemeriksaan status anemia. Masalah KEK dan anemia
biasanya terjadi kepada remaja yang sedang hamil. Pemeriksaan
penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan
indikasi medis, yang terdiri terdiri dari pemeriksaan darah rutin,
pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit menular
seksual, pemeriksaan urin rutin dan pemeriksaan penunjang lainnya.

Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan
perlindungan terhadap penyakit tetanus. Pemberian imunisasi Tetanus
Toxoid (TT) ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh
termasuk kepada remaja. Pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk
pencegahan anemia gizi, dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi
gizi seimbang dan tablet tambah darah.

Pelayanan selanjutnya berupa konsultasi kesehatan berupa
pemberian komunikasi, informasi dan edukasi. Komunikasi, informasi,
dan edukasi dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga
nonkesehatan. Tenaga nonkesehatan seperti guru usaha kesehatan
sekolah, guru bimbingan dan konseling, kader terlatih, konselor sebaya,
dan petugas lain yang terlatih. Materi pemberian komunikasi, informasi
dan edukasi untuk remaja meliputi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS, tumbuh kembang anak usia sekolah dan remaja, kesehatan
reproduksi, imunisasi, kesehatan jiwa dan NAPZA, gizi, penyakit menular

termasuk HIV/AIDS, pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS) dan

70



kesehatan intelegensia. Materi pemberian komunikasi, informasi, dan
edukasi untuk calon pengantin dan pasangan usia subur (prakonsepsi)
meliputi kesehatan reproduksi dan pendekatan siklus hidup, hak
reproduksi, persiapan yang perlu dilakukan dalam persiapan pranikah dan
informasi lain yang diperlukan. Informasi tentang keadilan dan kesetaraan
gender dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam kesehatan.
Pada Pasal 12 dan Pasal 13 menjabarkan tentang pelayanan
kesehatan masa hamil Pasal 12 dan pasal 13 melaluia pemberian
pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar
kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas, deteksi
dini masalah, penyakit dan penyulit atau komplikasi kehamilan serta
penyiapan persalinan yang bersih dan aman. Dalam Pasal 14 menjabarkan
tentang persalinan yang mana harus dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan seperti membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan
sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan atau rekam medis asuhan
persalinan dan rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
Pasal 15 dan Pasal 17 menjabarkan tentang pelayanan kesehatan
masa sesudah melahirkan yang meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu dan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pasal 26 tentang pelayanan kesehatan
seksual diberikan agar setiap perempuan menjalani kehidupan seksual
dengan pasangan yang sah yang memungkinkan pasangan dapat
menikmati hubungan seksual secara sehat, aman, tanpa paksaan dan

diskriminasi, terbebas dari kekerasan, rasa takut, malu dan rasa bersalah.
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6)

Pelayanan kesehatan seksual dapat terintegrasi dengan pelayanan
kesehatan atau program promosi kesehatan lainnya dan diutamakan pada
pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan reproduksi dan
pelayanan kontrasepsi, pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan pada
infeksi menular seksual.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang lzin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan

Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bidan yang
berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas meliputi
bidan yang melakukan praktik kebidanannya di puskesmas dan bidan desa
termasuk di pustu. Bidan desa merupakan bidan yang memiliki SIPB di
puskesmas dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk
melaksanakan praktik kebidanan dari pemerintah daerah pada satu
desa/kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan
sebagai jaringan dari puskesmas. Pada Pasal 18 dan 19 menjabarkan
tentang kewenangan bidan yaitu dalam penyelenggaraan praktik
kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan
kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi
perempuan dan keluarga berencana. Pelayanan kesehatan ibu diberikan
pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa

menyusui, dan masa antara dua kehamilan.
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7)

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan
dan keluarga berencana bidan berwenang memberikan penyuluhan dan
konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,
pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan. Kewenangan
berdasarkan program pemerintah yaitu melakukan pembinaan peran serta
masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan
remaja, penyehatan lingkungan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak
balita, anak pra sekolah dan anak sekolah. Melaksanakan deteksi dini,
merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual
(IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya, pencegahan
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
(NAPZA) melalui informasi dan edukasi serta melaksanakan pelayanan
kebidanan komunitas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan

Upaya preventif lainnya termuat dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,
yang menjabarkan 2 jenis layanan dan mutu standar pelayanan minimal
kesehatan provinsi dan 12 jenis layanan dan mutu standar pelayanan
minimal (SPM) kesehatan kabupaten/kota. 12 jenis layanan dan mutu

SPM untuk tingkat kabupaten/kota yaitu pelayanan kesehatan yang
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8)

dilakukan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia
pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, pelayanan kesehatan
penyakit tidak menular dan penyakit menular seperti hipertensi, diabetes
melitus, gangguan jiwa berat, penderita tuberculosis dan pelayanan
kesehatan orang yang memiliki resiko HIVV/AIDS.

Penjaringan kesehatan reproduksi untuk remaja dilakukan melalui
pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 6-15 tahun. Jenis kegiatan
yang dilakukan yaitu skrining kesehatan untuk usia pendidikan dasar
melalui pemeriksaan status gizi dengan cara penimbangan berat badan,
mengukur tinggi badan serta mengukur lingkar lengan. Pemeriksaan
tanda-tanda vital seperti mengukur suhu tubuh dan tekanan darah.
Pemeriksaan kebersihan diri serta kesehatan gigi dan mulut. Pemeriksaan
ketajaman penglihatan mata, telinga dan penilaian kesehatan reproduksi
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 tentang
Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV.

Upaya preventif selanjutnya terkait pencegahan masalah HIV/
AIDS serta penyakit infeksi menular laninnya termuat dalam PNPK-HIV.
Berbagai permasalahan harus hadapi dalam upaya penanggulangan
infeksi HIV. Perlunya pemahaman masyarakat tentang infeksi HIV yang
lebih baik mengenai cara penularan dan penanggulangannya. Perlunya
peningkatan jumlah tes HIV yang dilaksanakan di masyarakat serta

layanan HIV yang terintegrasi, tidak terpisah dan eksklusif sehingga dapat
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menurunkan risiko stigma di masyarakat. Dibutuhkan pemahaman semua
tenaga kesehatan dan disiplin ilmu dalam upaya penanggulangan infeksi
HIV.

Distribusi tes HIV serta obat ARV yang tersebar secara merata dan
dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta optimasi peran swasta
dalam upaya penanggulangan untuk mengatasi permasalahan tersebut,
diperlukan dialog berkesinambungan antara disiplin ilmu, antara tenaga
kesehatan dan juga dialog antara pengambil kebijakan, pelaksana program
dan masyarakat. Tujuan umum pedoman ini dibuat dengan tujuan sebagai
pedoman dalam diagnosis dan tata laksana HIV di setiap strata fasilitas
pelayanan kesehatan (fasyankes). Tujuan khusus, memberikan
rekomendasi berbasis bukti tentang diagnosis HIV, memberikan
rekomendasi berbasis bukti tentang cara pemberian terapi ARV untuk
dewasa dan anak, serta pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
terutama pada daerah dengan sumber daya terbatas. Memberikan
rekomendasi berbasis bukti tata laksana infeksi oportunistik dan
komorbiditas pada pasien HIV.

Sasaran pedoman ini, yaitu para pengelola program pengendalian
HIV/AIDS kementerian kesehatan di tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota serta perencana kesehatan lain yang terlibat dalam
program perawatan dan pengobatan HIV sebagai rujukan untuk

perencanaan program. Klinisi di klinik, rumah sakit, atau layanan
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9)

kesehatan lain yang mengelola pasien dengan HIV/AIDS dan memberikan
terapi ARV.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Daerah

Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2018 menjabarkan tentang pengelolaan usaha kesehatan
masyarakat provinsi dan rujukan. Penyelenggaraan UKM provinsi
meliputi kesehatan keluarga dan Keluarga Berencana, gizi, kesehatan
kerja dan olahraga, kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan
lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans kesehatan,
imunisasi dan respon kejadian luar biasa, kekarantinaan kesehatan,
pengendalian masalah kesehatan jiwa, narkotika, alkohol, psikotropika
dan zat adiktif, kesehatan haji dan pengembangan sistem informasi
kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan daerah dimaksudkan sebagai
kebijakan pembangunan kesehatan di daerah untuk dijadikan dasar hukum
dalam penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, swasta, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan
di bidang kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dan masyarakat dengan tujuan
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis. Dalam perda ini, belum ada
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upaya Khusus tentang pelayanan kesehatan kepada remaja terkait
kesehatan reproduksinya.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sudah cukup memadai
untuk memberikan perlindungan hak-hak remaja atas kesehatan
reproduksinya karena dalam peraturan tersebut merupakan peraturan
hukum yang bersifat umum atau das sollen terkait upaya-upaya yang
seharusnya diberikan kepada remaja, sejalan dengan upaya perlindungan
preventif yang dikemukanan oleh Philipus M Hadjon karena dalam
norma-norma yang ada dimaksdukan sebagai payung hukum untuk
memberikan perlindungan kepada remaja. Hal tersebut juga selaras
dengan teori perlindungan hukum yang di kemukakan oleh Satjipto
Rahardjo dan Sudikno Mertokusumo bahwa hukum itu dibuat untuk
melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dalam hal ini melindungi
hak-hak kesehatan reproduksi remaja.

Perlindungan akan hak kesehatan reproduksi remaja sudah diatur
dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, namun di
tingkat daerah masih ada kekosongan hukum yang mana belum ada
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang sebagai produk hukum di tingkat
kabupaten yang mengatur tentang bagaimana seharusnya aturan hukum
dibuat untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi remaja.

Peraturan yang paling relevan yang berkaitan dengan hak
kesehatan reproduksi remaja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan
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Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum
Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan
Seksual, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan

Tuatuka

Pembahasan dalam tesis ini berfokus pada pelaksanaan hak
kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan Tuatuka. Setiap remaja berhak
untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksinya
masing-masing. Hak kesehatan reproduksi remaja  merupakan
perkembangan dari konsep Hak Asasi Manusia. Konsep Hak Asas Manusia
memberikan jaminan dan perlindungan hak remaja atas kedaulatan mental
dan fisiknya untuk terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi agar remaja
dapat memperoleh tingkat kesehatan yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Kupang, pelaksanan pemenuhan hak kesehatan reproduksi
remaja dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan di tingkat nasional yang
terjabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
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Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, belum ada kebijakan daerah terkait
kesehatan reproduksi remaja di wilayah Kabupaten Kupang.

Dalam pelaksanaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang
melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk
melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar di sekolah-sekolah dengan
tujuan menjaring sasaran pelayanan kesehatan terhadap anak usia sekolah
melalui kegiatan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Bulan
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan pemberian Tablet Tambah Darah
(TTD).!* Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten
Kupang mengatakan hal yang sama, yaitu program atau kurikulum yang
berkaitan dengan reproduksi remaja belum ada, namun pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada anak sekolah yaitu melalui kerjasama yang
dilakukan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kupang melalui beberapa kegiatan seperti program
BIAS, UKS dan TTD.®

Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yaitu kegiatan untuk
membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat melalui program
pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah serta melaksanakan

kegiatan pelayananan kesehatan gigi dan mulut secara terencana dan

117 Wawancara dengan lbu Yeni, bagian Kesehatan Masyarat Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang
di Oelmasi pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 10:00 WITA. Ibu yeni mengatakan bahwa upaya
yang untuk menjaring remaja dilakukan melalui program PKPR yang sudah tersedia di beberapa
puskesmas serta sebagian tenaga kesehatan yang bertanggung jawab melaksanakan program
tersebut telah mengikuti sosialisasi terkait jenis kegiatan dan pelaksanaan PKPR. Selain itu Dinkes
pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan pendidikan dasar di sekolah-sekolah.

118 Wawancara dengan Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan kabupaten Kupang, pada tanggal 24
Agustus Maret 2021, pukul 10:00.WITA.
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berkesinambungan. Kegiatan UKS dilakukan di tingkat SD sampai SMA
sederajat. Kegiatan berikutnya yaitu pemberian Tablet Tambah Darah
(TTD) merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan khusus untuk anak usia remaja di bangku sekolah SMP/SMA
dengan tujuan melindungi remaja putri dari anemia yang berdampak pada
kesehatan reproduksinya. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
yakni, pemberian imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah, khusus untuk
remaja di berikan vaksin Tdap untuk mencegah penyakit tetanus, difteri dan
pertusis. Vaksin Tdap ini bertujuan untuk mencegah remaja dari penyakit
infeksi menular.

Belum ada kurikulum khusus mengenai pendidikan kesehatan
reproduksi, namun materi tentang kesehatan diberikan secara integrasi
dalam beberapa mata pelajaran seperti llmu Pengetahuan Alam, Pendidikan
Jasmani, Kesehatan dan Olahraga, Biologi, Iimu Pengetahuan Sosial, dan
Pendidikan Agama. Bimbingan konseling dilakukan apabila ada siswa siswi
yang bermasalah ketika melanggar tata tertib sekolah, mulai dari terlambat
masuk, memakai seragam yang tidak rapi, bolos ketika jam pelajaran,
bertutur kata yang tidak sopan, terlibat petengkaran antar sesesama teman
kelas maupun jika terjadi perkelahian.

Masalah seperti itu yang biasanya sering terjadi sehingga siswa siswi
di panggil ke ruangan BK. Guru Bimbingan Konseling (BK) menyampaikan
bahwa setiap bulan ada perkunjungan dari tenanga kesehatan sekaligus

memberikan penyuluhan tentang kesehatan seperti gizi seimbang bagi
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remaja, perilaku hidup bersin dan sehat, bahaya napza, kesehatan
reproduksi, dan lain-lain sebagainya. Selain memberikan materi
penyuluhan, petugas kesehatan juga melakukan pembagian tablet tambah
darah dan obat cacing kepada siswa-siswi.!*® Kegiatan konseling di ruang
BK yang dilakukan hanya sebatas masalah-masalah yang melanggar aturan
sekolah, siswa-siswi belum pernah melakukan konseling terkait kesehatan
maupun masalah kesehatan reproduksi dengan guru BK

Sejalan dengan perlindungan hak kesehatan remaja, ahli hukum
kesehatan mengatakan sebagai pelaku di lapangan, tercermin dalam upaya
jaminan kesehatan reproduksi kepada remaja melalui Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) maupun pengobatan penyakit menular seksual
yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan baik itu di puskesmas dan
puskesmas pembantu meskipun hal tersebut belum sepenuhnya
dilaksanakan dengan maksimal karena dipengaruhi oleh kebiasaan serta
adat istiadat maupun kebudayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat di
beberapa daerah terpencil, namun perlu diingat bahwa kebiasaan adalah
sumber hukum formil, jika di suatu desa tertentu ada kebiasan untuk
menjamin kesehatan reproduksi remaja, hal ini dapat dijadikan pedoman

dalam pengembangan hukum kesehatan kedepan.*?°

118 Wawancara dengan Guru BK SMAN 1 Kupang Timur, pada tanggal 22 Maret 2021, pukul
13:00.WITA. Guru Bk mengatakan bahwa pendidikan kesehatan yang diberikan kepada siswa siswi
terintegrasi dalam beberapa mata pelajarasan seperti llmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Jasmani,
Kesehatan dan Olahraga (Penjaskesor), Biologi, llmu Pengetahuan Sosial, dan Pendidikan Agama,
belum ada kurikulum khusus terkait kesehatan reproduksi remaja.

120 \WWawancara dengan ahli hukum kesehatan, Bapak Aris P. A Santoso, SH., MH.Kes (Sekprodi S1
Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Dosen Pengajar Hukum Kesehatan Fakultas llmu
Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta), via whatsapp pada tanggal 20 Mei 2021, pukul
15:20 WITA. Bapak Aris mengatakan praktik perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja
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Selanjutnya, hasil wawancara dengan bidan di Pustu Tuatuka
didapatkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi kepada remaja biasanya
lebih sering dilakukan pada saat kunjungan ke sekolah-sekolah yaitu
melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan fisik, pengukuran suhu,
pemeriksaan status gizi melalui penimbangan dan pengukuran lingkar
lengan dan tinggi badan, pembagian oabat cacing, pemberian vitamin dan
tablet tambah darah serta memberikan penyuluhan kesehatan.?!

Pada pelayanan kesehatan di pustu hanya diberikan secara umum seperti
remaja datang dengan keluhan sakit demam atau batuk pilek. Jarang ada
kunjungan remaja yang berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi ataupun
masalah seksualitas. Selain itu tidak ada raungan khusus yang memfasilitasi
remaja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan repdroduksi. Bidan
mengatakan bahwa sudah ada program di puskesmas yaitu pelayanan
kesehatan peduli remaja namun para remaja kurang perduli terkait program
tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait tugas bidan dalam
menjalankan praktinya sepertinya termuat dalam Pada Pasal 18 dan 19
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang lzin dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan tentang kewenangan bidan yaitu dalam

ditemukan bahwa sejauh ini memang sudah terlaksana jaminan kesehatan reproduksi kepada remaja
seperti edukasi dan pengobatan penyakit menular seksual meskipun hal tersebut belum sepenuhnya
dilaksanakan dengan maksimal.

121 Wawancara dengan Bidan K di Pustu Kel. Tuatuka pada tangga 23 April 2021, pukul 10:00
WITA. Bidan mengatakan bahwa jarang ada remaja yang datang untuk berkonsultasi terkait
kesehatan reproduksi maupun bertanya terkait informasi kesehatan reproduksi. Untuk menjaring
para remaja biasanya bidan pustu bersama dengan petugas di puskesma datang kesekolah untk
meberikan penyuluhan singkat serta pembagian vitamin atau obat tambah darah ke siswa-siswi.

82



penyelenggaraan praktik kebidanan, pelayanan yang diberikan khusus
untuk remaja berupa pemeriksaan masa hamil, masa persalinan, masa nifas
dan masa menyusui. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan lebih lengkap
belum dilaksanakan seperti memberikan penyuluhan dan konseling
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelayanan
kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan. Terkait kewenangan berdasarkan
program pemerintah yaitu melakukan pembinaan peran serta masyarakat di
bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, penyehatan
lingkungan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra
sekolah dan anak sekolah. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan
memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk
pemberian kondom, dan penyakit lainnya, pencegahan penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui
informasi dan edukasi serta melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
belum dilakukan oleh bidan di Pustu tuatuka.

Hasil penelitian di Kelurahan Tuatuka, pemenuhan hak kesehatan
reproduksi remaja dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sosial budaya
serta adat istiadat yang dianut maupun kebijakan dari pemerintah setempat,
diantaranya yaitu:

a) Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

No | Inisial | Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi
dan hak kesehatan reproduksi
1 | AN | AN mengatakan “saya hanya mengetahui tentang

perubahan-perubahan fisik di masa pubertas dari guru

83



di sekolah, seperti: perubahan bentuk tubuh pada
perempuan dan laki-laki, kalau perempuan payudara
semakin membesar dan tumbuh bulu-bulu di ketiak dan
sekitar alat kelamni, kalau lakli-laki mengalami mimpi
basah dan perubahan suara. Informasi terkait kesehatan
reproduksi yang saya tahu dari internet tentang bahaya

penyakit infeksi menular jika berpacaran tidak sehat”.

AL

A.L mengatakan ‘“saya hanya tahu tentang perubahan
fisik laki-laki dan perempuan di masa pubertas,
informasi tentang apa itu kesehatan reproduksi dan hak
kesehatan reproduksi saya tidak tahu. Pernah
mendengarkan penyuluhan kesehatan di sekolah yang
diberikan oleh bidan. Saya tidak pernah ke puskesmas
atau pustu dan tidak tahu tentang pelayanan PKPR di

puskesmas”.

B.S

B.S mengatakan “saya kurang tahu tentang kesehatan
reproduksi dan masalah-masalah kesehatan reproduksi,
saya hanya tau tentang perubahan fisik di masa remaja,
saya juga tidak pernah bertanya kepada orang tua atau
guru karena merasa malu dan belum pernah melakukan

kesehatan reproduksi”.

D.M

D.M mengatakan “’saya kurang tahu tentang apa itu

kesehatan reproduksi, saya hanya tau perubahan fisik di
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masa pubertas karena diajarkan oleh guru di sekolah,
saya pernah mengikuti penyuluhan kesehatan tentang
bahaya HIV/AIDS. Di rumah saya malu bertanya
kepada orang tua ataupu teman tentang seksual.
Informasi tentang seksualitas saya membacanya di

internet dan belum pernah ke Pustu”.

D.K mengatakan “Saya tidak tahu tentang kesehatan
reproduksi, saya hanya tahu tentang perubahan fisik dan
emosi di masa pubertas karena saya sendiri
mengalaminya. Informasi tentang seksualitas saya
dapat dari internet seperti: penyakit-penyakit menular
seksual, bahaya merokok dan minuman keras. Saya
tidak ada ada program PKPR di puskesmas, saya juga

belum pernah berobat ke puskesmas ataupun pustu.”

P.K mengatakan ‘“saya belum terlalu tahu tentang
kesehatan reproduksi tapi saya pernah mengikuti
penyuluhan di sekolah tentang pemberian vitamin dan
tablet tambah darah. Saya malu jika bertanya kepada
orang tua tentang seksualitas. Saya juga belum pernah
ke puskesmas atau pustu untuk melakukan pemeriksaan

kesehatan.”

Tabel 1. Wawancara kepada 6 remaja yang masih sekolah berusia 10-18
Tahun terkait pengetahuan kesehatan reproduksi di Kelurahan Tuatuka
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Berdasarkan tabel wawancara kepada 6 remaja berusia 10-18
tahun yang masih sekolah dapat disimpulkan 5 remaja kurang memiliki
pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan
seksualitas dan 1 remaja sama sekali tidak tahu tentang kesehatan
reproduksi remaja. Terdapat 3 orang remaja yang pernah mengikuti
penyuluhan kesehatan di sekolah yang diberikan oleh bidan puskesmas
selain itu ada 3 remaja yang mengatakan bahwa informasi kesehatan
mereka dapatkan melalui internet.

Remaja masih merasa malu jika bertanya kepada orang tua
maupun guru terkait hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Mereka
juga mengatakan tidak tahu bahwa ada program kesehatan reproduksi di
puskesmas dan jarang pergi berobat di puskesmas. Hal ini yang
menyebabkan remaja rentan terhadap berbagai masalah kesehatan yang
berkaitan dengan reproduksi karena belum memiliki infomasi serta
edukasi yang memadai tentang kesehatan reproduksinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari remaja dapat disimpulkan
bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi belum berjalan sesuai
dengan peraturan-peraturan yang ada, pihah-pihak yang bertugas
memberikan informasi pendidikan atau pelayanan kesehatan baru di
tahap pemberian penyuluhan kesehatan di sekolah yang diberikan oleh
bidan. Pelayanan kesehatan peduli remaja yang tersedia di Puskesmas
Oesao belum terlaksana dan belum dimanfaatkan oleh remaja hal ini

berarti pelaksaan hak-hak remaja sebagaimana termuat dalam Pasal 12
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, menjabarkan bentuk-bentuk pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yaitu dilakukan melalui pemberian
komunikasi, informasi dan edukasi, tahap yang kedua memberikan
konseling dan tahap yang ketiga memberikan pelayanan klinis kepada
remaja baru terlaksana sesuai ketentuan yang ada.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual yakni pelayanan
kesehatan masa sebelum hamil pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10 dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam
menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta
memperoleh bayi yang sehat. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil
juga diberikan kepada remaja sehingga remaja dapat mempersiapkan
dan menjalani masa kehamilan yang sehat. Pasal 26 tentang pelayanan
kesehatan seksual, pelayanan kesehatan seksual dapat terintegrasi
dengan pelayanan kesehatan atau program promosi kesehatan lainnya
dan diutamakan pada pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan
kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi, pelayanan antenatal
dan pelayanan kesehatan pada infeksi menular seksual.

Dalam hal ini pelaksanan peraturan tersebut belum berjalan

dengan maksimal karena masih tinggi tinggi jumlah kasus kehamilan di

87



b)

usia muda yaitu 84 orang, kasus aborsi 8 orang serta penyakit infeksi

menular seksual yaitu 12 orang. Fakta dilapangan, bidan belum

menjalankan tugas dan kewenangannya, pelayanan yang seharusnya

diberikan melalui program PKPR tidak berjalan dan tidak dimanfaatkan

oleh remaja.

Keterlibatan orang tua dalam pemberian infomasi kesehatan reproduksi

kepada anak

No

Orang
Tua

Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi
Kepada Remaja di lingkungan keluarga

1

AP

Ibu A.P mengatakan “’kami tidak pernah memberikan
informasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak
karena kami sendiri pun tidak tahu apa itu kesehatan
reproduksi. Informsai dan pendidikan kesehatan biar

anak mendapatkannya di sekolah saja.”

AK

Ibu A.K mengatakan “kami merasa malu jika berbicara
atau memberikan informasi tentang seksualitas kepada
anak, karena takut anak akan menjadi penasaran dan
melakukan hal-hal yang kurang pantas. Kami hanya
mengingatkan anak untuk bersikap baik dan tidak

boleh pacaran harus fokus sekolahnya.”

B.M

Bpk B.M mengatakan “kami tidak pernah membahas
masalah kesehatan reproduksi ataupun seksualitas,
karena kurang paham. Kami malu jika berbicara

tentang seksualitas kepada anak.”

88



4 | N.D Bpk N.D mengatakan “kami sibuk bekerja di kebun
jadi tidak pernah memberikan memberikan infomasi
kesehatan reproduksi kepada anak, kami sendiri pun
tidak tau hak-hak kesehatan reproduksi apa saja, biar
anak mencari tahu sendiri. Kami hanya mengingatkan

untuk tidak nakal dan tidak pacaran sembarangan.”

5 |RK Ibu R.K mengatakan ‘“kami tidak tahu tentang
kesehatan reproduksi remaja, dan kami merasa malu
dan merasa tidak pantas membicarakan hal-hal tentang

seksual kepada anak.”

Tabel 2. Wawancara kepada 5 Orang tua terkait pengetahuan kesehatan
reproduksi di Kelurahan Tuatuka

Berdasarkan tabel wawancara tersebut, dapat disimpulkan
bahwa sebagain orang tua belum memberikan pemahaman yang
memadai terkait masalah seksual atau kesehatan reproduksi kepada
remaja, orang tua masih menganggap bahwa seks itu hal yang tabu
sehingga tidak bisa dibicarakan secara terbuka kepada anak-anak. Orang
tua merasa khawatir sehingga tidak ingin anaknya tahu tentang
seksualitas. Selain itu pengetahuan orang tua terkait kesehatan
reproduksi remaja sangat terbatas. Mereka mengatakan bahwa informasi
mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas sudah diberikan oleh
guru di sekolah.

Orang tua memiliki peranan penting dan strategis dalam

memberikan pendidikan moral dan pemahaman kesehatan reproduksi
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sehat. Pendidikan reproduksi idealnya diberikan pertama kali oleh orang
tua di rumah, mengingat yang paling tahu keadaan anak adalah orang
tuanya sendiri. Orang tua (Ibu) adalah pendidik utama dan pertama
dalam pendidikan kesehatan reproduksi anak-anaknya. Tidak semua
orang mau terbuka terhadap anak dalam membicarakan permasalahan
seksual. Selain itu tingkat pendidikan menyebabkan ada orang tua yang
mau dan mampu memberikan penerangan tentang seks tetapi lebih
banyak yang tidak mampu dan tidak memahami permasalahan tersebut.
Dalam hal ini maka sebenarnya peran dunia pendidikan
sangatlah besar. Namun, dalam kurikulum sekolah pendidikan terkait
kesehatan dan pendidikan seks hanya terintegrasi pada beberapa mata
pelajaran seperti, biologi dan olahraga. Mata pelajar tersebut, hanya
menjelaskan tentang organ tubuh manusia, sistem, proses serta fungsi
alat reproduksi manusia. Pengetahuan anak sekolah terkait sistem
reproduksi terbatas sekitar perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada
masa pubertas saja. Pada mata pelajaran olahraga mengajarkan tentang
teknik latihan-latihan fisik agar menjaga tubuh tetap sehat dan kuat.
Kendala sosial budaya, tokoh masyarakat khususnya pemuka agama
berpendapat bahwa, masalah seksualitas merupakan pembahasan yang
sangat sentitif jika dibicarakan kepada anak, mereka memberikan
pendapat bahwa pendidikan seks lebih pantas dibicarakan jika seseorang
memasuki usia dewasa, jika informasi pengetahuan diberikan kepada

anak maka dikhawatirkan anak bisa langsung mencari tahu dan dapat
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terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Mereka beranggapan bahwa seks
adalah masalah pribadi yang tidak perlu dibicarakan diruang publik.??
Apabila orang tua, masyarakat dan pemerintahn mampu memberikan
perhatian yang lebih baik kepada remaja serta turut dalam memberikan
dukungan agar terpelihara nilai-nilai moral dan etika maka akan tercipta
suatu keadaan yang sehat bagi kehidupan setiap remaja.

Berdasarkan Fakta dilapangan, pelayanan terkait masalah kesehatan
reproduksi remaja yang seharusnya dilakukan melalui pendekatan
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang tersedia di puskesmas
belum berjalan dan belum dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan belum
semua petugas puskesmas mendapatkan sosialisasi terkait PKPR, hanya 1
petugas PKPR saja yang mengetahui kegiatan tersebut. Remaja juga
mengatakan bahwa tidak tahu kalau ada pelayanan peduli remaja di
puskesmas.

Berdasarkan bentuk upaya preventif yang termuat dalam Pasal 11
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan
reproduksi, menjabarkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja
diberikan melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Program
PKPR sudah tersedia di puskesmas namun dalam pelaksanaanya tidak

berjalan secara optimal, termasuk program PKPR di Puskesmas Oesao tidak

122 \Wawancara dengan Tokoh Agama CK dan Tokoh Masyarakat KL di Kelurahan Tuatuka Pada
tanggal 20 maret 2021, pukul 17:00 WITA. Mereka mengatakan sangat tabu untuk membicarakan
tentang seksualitas kepada anak, karena dianggap anak akan mencari rahu dan terjerumus ke hal-
hal yang negatif. Merka juga mengatakan bahwa tidak ada kegiatan dan pembinaan khusus bagi
remaja di lingkungan keagamaan dan kemasyarakatan

91



berjalan dengan baik. Progam PKPR di Puskesmas Oesao tidak berjalan
karena masih kurang pengetahuan tenaga kesehatan di puskesmas maupun
puskesmas pembantu terkait hak-hak kesehatan reproduksi remaja, belum
semua petugas mengikuti sosialisasi tentang program PKPR. Remaja
sendiri pun belum memanfaatkan program yang ada karena sampai saat ini
belum tercatat kunjungan remaja ke ruangan PKPR tersebut, bahkan remaja
tidak tahu terkait program PKPR yang di puskesmas. Remaja juga belum
mendapatkan sosialisi untuk memanfaatkan program PKPR.

Penjaringan dilakukan melalui wadah UKS, BIAS dan TTD yaitu
kunjungan dari tenaga kesesehatan puskesmas serta puskesmas pembantu
ke sekolah setiap bulannya yang merupakan pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar, dengan jenis kegiatan yaitu memberikan penyuluhan
kesehatan, melakukan pemeriksaan fisik melalui pengukuran suhu dan
pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kebersihan jari-jari kuku, gigi,
mulut, telinga dan mata, mengukur status gizi melalui penimbangan berat
badan, tinggi badan dan lingkar lengan serta pembagian vitamin dan tablet
tambah darah. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai SPM bidang
kesehatan yang terjabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri
Kesehatan. Dalam upaya kerja sama dengan lintas belum ada, baik itu dari
dinas kesehatan dengan lembaga swadaya masyarakat guna mengatasi

permasalah remaja yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Kupang.
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Dalam upaya kuratif, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang belum
sepenuhnya melakukan upaya perbaikan terkait pengawasan dalam
pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR)
yang tersedia di puskesmas, karena program tersebut belum berjalan dan
belum dimanfaatkan oleh remaja. Upaya perbaikan perlu dilakukan
sehingga program PKPR tersebut dapat dimanfaatkan oleh remaja dengan
tujuan dapat mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan

reproduksi yang sering terjadi kepada remaja.
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